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ABSTRACT

Nur Aeni, 2025. Judge's Considerations in Hadhanah Cases Due to Divorce
at the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency. Supervised by
Abbas Baco Miro and Ridwan Malik

Children are a gift and a trust from Allah SWT that must not be neglected
and should be appreciated. In fact, children are considered the most valuable wealth
compared to material possessions, as they are a sacred trust from Allah that must
always be protected and cared for. This is because within every child lies inherent
dignity, honor, and human rights that must be upheld.

based on the issue described above, the research questions in this study are:
1) What are the judge’s considerations in deciding child custody in divorce cases at
the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency?2) How does the
judge ensure justice and legal certainty in determining child custody at the
Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency? The aim of this
research is to understand the judge’s considerations in deciding child custody in
divorce cases at the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency.

This study uses a descriptive research method. Descriptive research refers
to a method that explains or describes problems that occurred in the past or are
currently taking place, in a systematic and accurate manner in the field. This method
IS used because the researcher seeks to describe and provide a systematic and
accurate picture of the judge’s role in considering hadhanah cases resulting from
divorce at the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency.

The judge’s basis for consideration in deciding child custody cases, in
accordance with the Child Protection Law and Supreme Court Regulation No. 3 of
2017, is to ensure justice and legal certainty by prioritizing the best interests of the
child. We should not focus solely on the mother or the father, but rather on what is
best for the child. If the child does not want something, we must not force it. If the
mother is a good person, then why not grant custody to her—especially since a child
who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) is generally closer to
the mother, as mothers usually spend more time with the child due to not working
as much as fathers.



ABSTRAK

Nur Aeni, 2025. Pertimbaangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebab Perceraian
Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1a Kabupaten Gowa Dibimbing Oleh
Abbas Baco Miro Dan Ridwan Malik.

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di
sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang
paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak merupakan
amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak
melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung

tinggi.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah: 1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh
anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A
kabupaten gowa? 2) bagaimana hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum
dalam menentukan hak asuh anak di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A
kabupaten gowa ? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di
pengadilan agama agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara sistematis dan
akurat di lapangan Penelitian ini digunakan sebab peneliti berusaha untuk
mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang
peran Hakim dalam pertimbangan kasus hadhanah sebab perceraian di Pengadilan
Agama sungguminasa kelas 1A Kabupaten Gowa.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak yaitu
dengan UUD Perlindungan Anak dan peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3
Tahun 2017, keadilan dan kepastian hukum dalam penetapan hak asuh anak harus
berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini yang menjadi
prioritas bukanlah ibu atau bapak, melainkan apa yang paling baik bagi anak. Jika
anak menunjukkan penolakan atau ketidakinginan maka ia tidak boleh dipaksa.
Apabila ibunya memiliki perilaku yang baik mampu dan mampu memberikan
pengasuhan yang layak, tidak ada alasan untuk tidak menetapkan hak asuh kepada
ibu, terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Dalam banyak kasus, anak yang
belum mumayyiz cenderung lebih dekat dengan ibunya karena waktu kebersamaan
yang lebih banyak, mengingat ibu yang lebih sering berada dirumah dibandingkan
ayah yang bekerja di luar.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam status sosial masyarakat ada pernikahan dan ada perceraian
permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah di atur dalam
undang- undang perkawinan maupun dalam perundang-undangan lainnya. hal-hal
tersebut di mulai dari di tertentukannya syarat dan ketentuan yang menyertai suatu
perkawinan sampai pada tata cara apabila terjadi perceraian atau pemutusan
perkawinan serta akibat dari perceraian tersebut seperti hak nafkah anak, hak asuh
dan lain- lain. pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara seorang laki-
laki dan perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
ataupun membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal bersumber pada

ketuhanan Yang Maha Esa.t

Islam merupakan akad yang sangat kokoh ataupun miitsaagan ghalidzan
untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya sebagai ibadah walaupun
ajaran islam miitsaagan ghalidzan, tetap saja ada hal-hal yang menyebabkan
pasangan itu melakukan perceraian ketika terjadi perceraian ada hal-hal yang
perlu dipertimbangkan di antaranya yaitu kepentingan anak. pernikahan ialah
suatu perihal yang berarti dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan
pernikahan, rumah tangga yang biasa di tegakkan serta dibina sampai cocok

dengan norma agama serta tata kehidupan dalam keluarga.

ICitra Umbara Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: UU RI Nomor 1 Tahun 1974,2012) h.2.



Hidup bersama suami istri dalam pernikahan tidak sekedar untuk ikatan intim saja

pada pendamping suami istri namun bisa membentuk rumah tangga.

berfirman dalam Qs. Ar-Rum: 30/21

38 Y b (3 8 55 8555 K e G GG e KA1 05 K0 e 5l il g
Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram
kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam undang-undang perkawinan bab 1 pas Sal 1 tahun 1974
mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagiah dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.?

Dalam pernikahan tidak terlepas dari suami, istri dan anak, membahas
tentang anak tentu tidak terlepas dari pengasuhan dan perlindungan orang tua
sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan

negara in donesia yang juga merupakan penerus generasi pada keluarga.

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di

sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan

! Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-
Qur’an, 2016), h.406.
2 unand.ac.id, (di akses pada Selasa, 11 Juni 2024, pukul 21:45). Unand “Undang-Undang
RI Indonesia no 1” repo.



yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak
merupakan amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam
diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di
junjung tinggi.® Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya baik di lihat
dari perspektif sosial, ekonomi, politik dan budaya karna anak merupakan
regenerasi keluarga, suku, bangsa dan menurut negara hukum pengasuhan anak
merupakan suatu kewajiban. Hukum mengasuh anak merupakan suatu kewajiban

sebagaimana Allah swt berfirman dalam Qs. Ar-Bagarah: 2/233.

ur 5 b5, 4 i Jos Sl B 51351 ) G e 3534 s S
%\35 Jes o3, 4 3:5‘ ¥ \"*\b’ "l 5 Y ey ) 2 Ky djﬁ‘*”’
C\*W?ﬂ o (—D u;\%\‘(}py@»u L& 2l u‘m‘ﬁ
St Gt Ly Q) 3 5alel 0 1,50 ‘JJJ’*M’ f“L‘ S*“

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani,
kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat
menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena
anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara
keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan
anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.*

3 Prinst Darwan “Hukum Anak di Indonesia” (Jakarta: Darul Fath, 2004), h.79.
4 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h. 50.



Serta Intruksi Presiden Nomor 1 tentang Komplikasi Hukum Islam (KHI).>
bertahannya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat
diinginkan orang Islam.® Salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha

Esa yang patut kita syukuri adalah anak.’

Setiap pasangan suami isteri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk
memiliki keturunan, yang secara fitrahnya anak-anak keturunan mereka tersebut
merupakan amanah dari Allah swt.? kehadiran buah hati adalah dambaan setiap
rumah tangga. Anak merupakan karunia dari Allah swt, seorang anak dilahirkan
ke dunia ini bagaikan selembar kertas putih, tanpa mengetahui seperti apa warna
dunia yang akan hadir dalam kertas tersebut. Orang tua dan lingkungan sangat

berperan dalam memberikan warna pada kehidupan anak.®

Apabila suami isteri menghadapi sebuah masalah dan telah melakukan
segala macam upaya untuk memperbaiki bahtera rumah tangga tersebut namun
tidak berhasil maka perceraian adalah solusi, banyak hal yang harus di
pertimbangan oleh pasangan suami isteri ketika hendak bercerai. Seperti masalah
harta bersama hingga hal yang sangat sulit pihak mana yang berhak atas hak asuh

anak dan nafkah anak tersebut. Amanah adalah menahan diri untuk tidak

5 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Komplikasi Hukum Islam.

6 Khairun Inauah, “Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara
Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA “Jurnal Al-Qadau 8, No 2 (2021), h. 100.

7 Muhammad Agus Rahmatullah DKk, “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di
Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5,2019), “Jurnal Al-Qadau 9, No. 1 (2022),
h. 1-15.

8 Irfan Islami Dkk, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah)
kepada Bapak Pasca Perceraian”, Jurnal Al-Qadau 6, No. 1 (2018), h. 132.

® Muhammad Anis, “Pembinaan Anak tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35,
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung
Tanah Kota Makassar), “Jurnal A-Qadau No. 1, 2018, h. 132.



melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika
seseorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk
memilihara atau mengasuh anak. Lawan kata dari amanah ialah khianat, khianat
adalah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang di percayakan baik
dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang di
percayakan (amanah) itu. Tidaklah sah bagi hadhanah (pengasuh) yang
berkhianat karena bisa menelantarkan anak dan bahkan nantinya anak dapat

meniru sifat buruk tersebut.

Anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non
muslim, sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah swt

tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Ahzab: 33/48.

\)‘“{3 ém’ Lj;gj ) L;\c ug}j (,f%'j\ %'53 1:&3\'}5\3 U’fﬁ\é Yj
Terjemahnya:
Janganlah engkau (Nabi Muhammad) menuruti orang-orang kafir dan orang-

orang munafik itu, biarkan (saja) gangguan mereka, dan bertakwalah kepada
Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung.©

Jadi hadhanah seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda dan
di takutkan juga didikan untuk anak kecil yang diasuhnya akan di besarkan

dengan agama pengasuhnya, hal ini merupakan bahaya yang paling besar oleh

anak. !

10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.610.
1 Huzaimah Tahidu Yangga, Figh Anak, (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2004), h. 103.



Berdasarkan teks diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang hadhanah yang
kafir tidak boleh memilihara anak muslim, karna masalah agama sangat penting.
Lain halnya dengan pendapat T.M Hasbi Ash Shiddieqy (Ulama ahli Figh, Hadits
dan Akademisi Indonesia), beliau membedakan antara masa susuan dengan masa
susuan yang telah lewat. Tidak di syaratkan bersatunya agama dalam tempo
susuan, bersatunya agama itu disyaratkan sesudah lewat masa susuan, karena itu
tidak ada hadhanah bagi ibu kafir atas anaknya yang muslim, terkecuali di
samakan susuan saja (dari lahir sampai kepada umur dua tahun). Apabila anak
kecil telah sampai kepada umur yang dapat memahami sesuatu, maka tidak ada

hadhanah lagi.*?

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan
hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga
dewasa dan mampu berdiri sendiri, dari pengertian hadhanah tersebut dapat di
pahami bahwa masa atau batas umur hadhanah adalah bermulah saat ia lahir,
yaitu dimana seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun
pendidikan, kemudian berakhir ketika si anak tersebut telah dewasa dan dapat
berdiri sendiri, serta mampu mengurus kebutuhan jasmani maupun rohaninya.*®

Ketentuan jelas mengenai batas berakhirnya masa hadhanah tidak ada,
hanya saja ukuran yang di pakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri

sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu di

12 Nur Fitri Hariani, “Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother dengan Ayah
Biologis Perspektif Hukum Islam (telah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-
VII1/2020), “Jurnal Al-Qadau 8, No 2 (2021): h. 118.

13 Huzaimah Tahidu Yangga, (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2004), h. 100.



laksanakan dan mana yang perlu di tinggalkan, dan sudah tidak membutuhkan
pelayan orang tua juga dapat memenuhi kebutuhan pokonya sendiri, maka masa

hadhanah sudah habis atau selesai.

Masa pemeliharaan anak hadhanah tidak di tentukan, akan tetapi anak
kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua
orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih ia disuruh memilih
antara ibu dan bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal
bersama ibu di malam hari dan pada bapaknya siang hari. Yang demikian itu agar
terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka ia
tinggal bersama ibunya di malam hari maupun di siang hari. Apabila anak kecil
itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka di undi diantara mereka. Dan
apabila ia diam tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada
ibunya.4

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak

dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten

Gowa?

2. Bagaimana Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam
menentukan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sungguminasa

Kabupaten Gowa?.

14 Muhajir, A. (2017). Hadhanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor
Pendidikan Rumah). SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 2(2).



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak
dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten

Gowa.

2. Menentukan Hak asuh anak di Pengadilan Agama Sungguminasa

Kabupaten Gowa.
D. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan serta
memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
dan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program
sastra satu (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyah)

pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

b. Secara praktis penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan
mahasiswa dan bahan wacana, diskusi bagi para mahasiswa program studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Unismuh Makassar khususnya.
Serta bagi para masyarakat pada umumnya. Penilitian ini juga di harapkan
bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu dapat di pakai sebagai bahan masukan

untuk memecahkan permasalahan terkait judul diatas.
E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penyusunan penelitian ini penulis membahas tentang “Pertimbangan Hakim
Dalam Kasus Hadhanah Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Adapun

beberapa skripsi yang penulis jadikan rujukan diantaranya:



a. Penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Lailia (10210032) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan judul “Pertimbangan Hakim
dalam putusan pengasuhan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz di
bawah asuhan ayah”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan Hakim
dalam pengasuhan anak yang dimana salah satu putusan perkara di
pengadilan agama Malang, Hakim pernah menggunakan kebebasan untuk
mengambil keputusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, diantara
putusan tersebut adalah putusan pengasuhan anak yang merupakan salah
satu akibat yang muncul dari perceraian yang sering menimbulkan
perselisinan yang berkepanjangan dengan begitu mengakibatkan efek
negatif terhadap perkembangan fisik dan psikologi anak. Persamaan
penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang pertimbangan hakim
dalam putusan pengasuhan anak (hadhanah). Adapun perbedaannya adalah
penulis Faridatul Lailia mengangkat kasus pengasuhan anak di bawah

asuhan ayah.™®

b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal (1050551001955) UIN
Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hadhanah Anak Di Bawah Umur Pasca
Perceraian) Penelitian ini membahas bagaimana kedua orang tua
berkewajiban memelihara anak-anak walaupun sudah bercerai.

Sebagaimana hak pengasuh. pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli

15 Faridatul Lailia, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak
(Hadhanah) Yang belum Mumayyiz Di Bawah Asuhan Ayah, (Skripsi: Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
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figih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari
pada keluarga bapaknya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama
mengulas tentang hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak
setelah perceraian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis

fokus pada pertimbangan hakim dalam kasus hadhanah.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Nihlatusshoimah, Mahasiswa Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang dengan
judul skripsi “Hak Anak yang Belum Mumyiz kepada Ayah Kandungnya”
penelitian tersebut membahas alasan ilmiah penetapan usia mumayyiz 12
tahun menurut KHI Implikasi yuridis bagi anak yang belum mumayyiz
dalam penetapan hadhanah dan analisa hukum menurut KHI dan undang-
undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap anak yang
belum mumayyiz bertekad hadhanah atas pilihan ayah kandungnya.
Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang hak dan
kewajiban orang tua dalam mengasuh anak setelah perceraian. Adapun
perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian Nihlatusshoimah
merupakan jenis penelitian normatif dan tidak meneliti tentang putusan

hanya penelitian terhadap buku yang berkaitan dengan masalah hadhanah.®

16 Nihlatusshoimah, Hak Anak yang belum Mumyiz kepada Ayah Kandungnya, (Skripsi:
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
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KAJIAN TEORITIS

A. Pelaksanaan Putusan Hadhanah

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut kamus besar Indonesia (KBBI), arti kata pelaksanaan adalah
proses cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).t’
Pelaksanaan yang dimaksud penyusun di sini yaitu upaya dari pihak yang di
menangkan dalam putusan perkara guna mendapatkan yang menjadi haknya.

2. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang di
ucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling
berkepentingan. *® Putusan yang di maksud penyusun disini adalah putusan
kasus hadhanah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Sungguminasa

Kabupaten Gowa.
3. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata hadhanah-yahdunu-hadanatun yang berarti

17 Pelaksanaan ” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring https://kbbi.id/pelaksana an
(di akses 25 Agustus 2024)

18 Mahjudi, “putusan” badilag mahkamah agung, 22 Agustus 2013 https://badalig.mahka
mahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusanhakim-adalah-mahkota hakim-oleh drshmahjudi-
mhi-228 ( diakses 25 Agustus 2024).
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mengasuh atau memeluk anak. Kamal muhtar memberi pengertian, hadhanah

menurut bahasa, hadhanah berasal dari kata al-hadonatun yang berarti rusak.

Dalam pandangan syariat Islam, anak menduduki posisi yang sangat mulia
sebagai amanah (titipan) dari Allah swt dan sekaligus sebagai qurratus a'yun
(penyejuk pandangan/hati) bagi kedua orang tuanya. Mereka adalah potensi
masa depan umat yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan di muka
bumi. Oleh karena itu, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang optimal
bagi anak adalah sebuah keniscayaan dan kewajiban syar'i yang melekat pada
orang tua dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Ketika bahtera rumah
tangga mengalami guncangan yang berujung pada perceraian atau ketika salah
satu orang tua meninggal dunia, hak dan kewajiban pengasuhan terhadap anak
yang belum mencapai usia mandiri menjadi isu krusial yang harus diselesaikan
berdasarkan prinsip-prinsip syariah demi menjamin » maslahah al-hadhin”
(kebaikan dan kemaslahatan terbaik bagi anak yang diasuh). Di sinilah konsep

Al-Hadhana (Hak Asuh Anak) dalam fikih Islam memainkan peran vital.*°

Adapun yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibu kandung, dan
jika ibu kandung tidak dapat mengasuh anak tersebut maka di alihkan kepada bibi
dalam hal ini saudara dari pihak ibu, dan apabila bibi tidak mampu mengasuh
anak tersebut di alihkan ke kerabat anak tersebut diantaranya mahram-
mahramnya dari pihak ibu, jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan
atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan hadhanah barulah berpindah

kepada kerabat yang laki-laki, dalam hal ini ayah kandung, jika ayah kandung

9 Ibnu Abidin, “Hashiyat Radd al-Muhtar”, Jilid 2, h. 633
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tidak mampu mengasuh anak tersebut maka di alihkan kepada yang menjadi

mahram anak tersebut dari nasab ayah.?

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama
sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan

patut mengasuh serta mendidiknya.

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hadhanah di dalam istilah fikih
digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah
dan hadhanah. Yang di maksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti
sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuahan”. Dalam arti yang lebih
lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya

perkawinan.?:

Menurut Sayyid Sabiqg, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib,
sebab mengabaikannya seperti menghadapkannya kepada bahaya kebinasaan.
Kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tua anak sebab anak memerlukan
pemeliharaan dan asuhan untuk dipenuhi kebutuhan di awal pendidikannya.?? Di
dalam hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan istri,
merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak
mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz. Hal ini berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu dawud:

2 Aini Sahara, “Legalisas Hak Asuh Anak di bawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak
“Jurnal Al-Qadau, Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No.2, 2019, h. 184.

2L Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,2014), h.
327.

22 Sayyid Sabig, Figih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 21.
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Artinya:
Dari Amr Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash
r.a., bahwa seorang wanita berkata: wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak
saya ini wadahnya perut saya, susu saya minumannya dan pengakuan saya
perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak

merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah saw., bersabda: “kamu lebih
berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah”.

Hadits ini jelas menetapkan bahwa ibu lebih berhak mendapatkan

hak asuh tetapi selama ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain.
4. Hukum Taklifi (Status Kewajiban)

a. Wajib “Aini” Kewajiban ini melekat pada satu orang spesifik dan tidak
dapat digantikan oleh orang lain. Status wajib ‘aini berlaku dalam dua
kondisi utama.

1. Hanya terdapat satu orang yang memenuhi seluruh syarat pengasuhan
dan memiliki prioritas tertinggi menurut syariat (misalnya, ibu yang
baru saja bercerai dan anak masih sangat kecil serta tidak ada orang lain
yang sekompeten dirinya).

2. Jika anak yang sudah “mumayyiz” (mampu membedakan) secara
spesifik memilih untuk diasuh oleh salah satu orang tuanya atau kerabat

tertentu, dan pihak yang dipilih tersebut memenuhi syarat, maka

23 Abu Dawud Sulaiman ibn asy’az al-Azdii as-Sijistani, Sunan Abi Dawud Asy- Syifa’,
1992) h. 150.
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kewajiban mengasuhnya menjadi wajib 'aini bagi orang tersebut karena
pilihan anak didasarkan pada kemaslahatan yang ia rasakan.

b. Wajib “Kifai” Ini adalah status hukum asal dari Al-Hadhanah ketika
terdapat lebih dari satu orang yang memenuhi syarat dan berhak untuk
mengasuh anak (sesuai urutan prioritas yang akan dibahas). Jika salah
satu dari mereka mengambil tanggung jawab pengasuhan, kewajiban
tersebut gugur bagi yang lain. Jika tidak ada satupun yang bersedia atau
mampu dari pihak-pihak yang berhak, maka kewajiban ini beralih
kepada negara (ulil amri) melalui pengadilan untuk menetapkan
pengasuh yang paling layak.

5. Perbandingan Mazhab dalam Konteks Kewajiban dan Gugurnya Hak

a. Mazhab Hanbali: Menegaskan bahwa hak asuh adalah hak bagi
pengasuh yang berhak (seperti ibu) dan pada saat yang sama merupakan
kewajiban jika tidak ada pihak lain yang mampu atau jika ia ditunjuk
oleh pengadilan. Gugurnya hak (misalnya karena fasik atau menikah
lagi) bersifat mengalihkan kewajiban kepada pihak berikutnya dalam
urutan prioritas yang ditentukan syara.?*

b. Mazhab Maliki : Memandang hak asuh sebagai hak yang kuat bagi pihak
yang memilikinya. Namun, jika pihak yang berhak (terutama ibu) secara
sukarela menolak untuk mengasuh tanpa alasan syar'i yang dibenarkan

(misalnya, hanya karena malas atau enggan), maka hak asuhnya dapat

24 Al-Mughni, Jilid 7, h. 612.
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gugur secara permanen (sagatha hadhanatuha) dan tidak dapat diklaim
kembali di masa depan. Pandangan ini bertujuan untuk mencegah
permainan hak dan menjamin stabilitas pengasuhan bagi anak. Namun,
jika penolakan itu beralasan syar'i atau ada perubahan signifikan yang
mendesak  demi kemaslahatan anak, pengadilan bisa
mempertimbangkan kembali.?®
c. Mazhab Hanafi dan Syafi'l : Umumnya melihat kewajiban ini sebagai
wajib kifai dengan urutan prioritas yang jelas. Gugurnya hak asuh
karena sebab tertentu (misalnya, menikah lagi bagi ibu) bersifat
sementara. Jika sebab gugurnya hilang (misalnya, ibu bercerai lagi),
maka hak asuhnya dapat kembali (ini akan dibahas lebih rinci di bagian
selanjutnya). Pandangan ini lebih menekankan pada hak anak untuk
diasuh oleh orang yang paling dekat dan paling menyayanginya, dan hak
pengasuh dapat pulih jika penghalangnya hilang.?®
6. Syarat-Syarat Pengasuh (Al-Hadhin/Al-Hadhinah)
syarat-syarat ini merupakan kriteria kompetensi dan kelayakan yang
harus dipenuhi oleh seseorang agar berhak dan mampu menjadi pengasuh
anak dalam Islam. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa
pengasuh dapat menjalankan amanah pengasuhan dengan baik dan

melindungi kemaslahatan anak secara optimal.

25 Al-Dardir, “Al-Syarh Al-Kabir”, dicetak bersama “Hashiyat” Al-Dusugi, Penerbit Dar
al-Fikr, Beirut, 2010, Jilid 2, h. 532.

2 |bnu Abidin, “Hashiyat Radd al-Muhtar”, Jilid 2, hlm. 640; Al-Shirbini, Mughni al-
Mubhtaj, Jilid 3, h. 456.
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a. Syarat Umum
Syarat-syarat ini berlaku untuk calon pengasuh, baik laki-laki maupun
perempuan:
1. Islam
Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpandangan bahwa
pengasuh anak Muslim harus beragama Islam. Mereka berargumen bahwa
pengasuhan mencakup pendidikan agama dan penanaman akidah, dan pengasuh
non-Muslim dikhawatirkan dapat merusak akidah anak Muslim atau menanamkan
keraguan padanya. Akidah adalah pokok agama, dan menjaga akidah anak adalah
prioritas tertinggi.2” Namun, Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pandangan yang
lebih moderat. Mereka membolehkan perempuan Ahli Kitab (Yahudi atau
Nasrani), seperti ibu kandung yang non-Muslim atau nenek dari pihak ibu yang
non-Muslim, untuk mengasuh anak Muslim dengan syarat anak tersebut belum
mencapai usia tamyiz (sekitar 7 tahun) dan tidak ada kekhawatiran yang nyata akan
terpengaruhnya akidah anak. Jika anak sudah tamyiz atau muncul kekhawatiran
tentang pengaruh agama, hak asuh harus segera dialihkan kepada kerabat Muslim
yang berhak. Alasan pandangan ini adalah pengakuan terhadap fitrah kasih sayang
keibuan yang melekat kuat, serta kenyataan bahwa anak di usia sangat dini belum
memiliki pemahaman akidah yang mendalam. Namun, kemaslahatan anak,

terutama dalam menjaga akidahnya, tetap menjadi pertimbangan utama.?®

27 Al-Shirbini, “Mughni al-Muhtaj”, Jilid 3, h. 454.

28 |bnu Abidin, “Hashiyat Radd al-Muhtar”, Jil 2, h. 633.
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2. Baligh dan Berakal
Pengasuhan harus sudah mencapai usia baligh (dewasa menurut syariat,
ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, atau
mencapai usia 15 tahun gamariyah) dan memiliki akal yang sempurna (tidak
gila atau mengalami gangguan jiwa berat yang membuatnya tidak mampu
mengurus diri sendiri). Anak kecil (belum baligh) atau orang yang gila tidak
memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab mengurus diri sendiri,
apalagi mengurus kebutuhan dan melindungi orang lain. Mereka justru objek
dari hadhanah, bukan subjeknya. Pengecualian dalam Mazhab Maliki: Ada
pandangan di Mazhab Maliki yang membolehkan anak perempuan yang
sudah tamyiz (sekitar usia 9 tahun dan sudah terlihat kematangan serta
mampu membedakan) untuk mengasuh adiknya yang lebih kecil, dengan
syarat ia terbukti mampu dan dapat dipercaya untuk tugas tersebut.
Pengecualian ini didasarkan pada praktik sosial di masa lalu di mana anak
perempuan seringkali sudah membantu mengasuh adik-adik mereka.?®
3. Amanah (Dapat Dipercaya) dan Memiliki Moralitas yang Baik (Tidak Fasik)

Pengasuh harus memiliki sifat amanah, jujur, dan berperilaku baik. Orang yang

dikenal fasik secara terang-terangan (melakukan dosa besar atau terus-menerus

melakukan dosa kecil tanpa rasa bersalah), seperti pecandu minuman Keras,

penjudi, pezina, atau pencuri, dianggap tidak layak menjadi pengasuh.

Kekhawatirannya adalah pengasuh seperti ini akan memberikan contoh buruk,

29 Al-Dardir, “Al-Syarh Al-Kabir”, Jilid 2, h. 532.
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mengabaikan kwajiban pengasuhan, atau bahkan membahayakan anak secara
fisik, moral, atau menggunakan harta anak secara tidak benar.°
b. Syarat Khusus untuk Perempuan Ibu atau Kerabat Perempuan Lain

Ada satu syarat penting yang seringkali menjadi sebab gugurnya hak asuh

perempuan:

Tidak Menikah dengan Laki-laki yang Bukan Mahram bagi Anak

Pandangan mayoritas ulama dari “Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali”

menyatakan bahwa jika ibu atau kerabat perempuan lain yang memiliki hak

asuh atas anak Muslim menikah dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anak
tersebut (misalnya, ayah tiri yang bukan kakek, paman, atau kerabat lain yang
haram dinikahi anak selamanya), maka hak asuhnya atas anak itu gugur.

Alasannya adalah:

1. Suami baru akan memiliki hak atas istrinya, dan ini dikhawatirkan akan
mengurangi perhatian dan waktu yang diberikan ibu kepada anak asuh.

2. Dikhawatirkan suami baru yang asing tidak memiliki kasih sayang yang
cukup terhadap anak tiri atau bahkan dapat memperlakukannya dengan
buruk.

3. Jika anak yang diasuh adalah perempuan yang sudah mumayyiz atau
mendekati baligh, adanya laki-laki asing di rumah menimbulkan potensi
khalwat (berduaan) yang terlarang dalam Islam.

4. Pengecualian dalam Mazhab Maliki Mazhab Maliki memiliki pandangan

yang lebih fleksibel. Hak asuh ibu tidak secara otomatis gugur hanya karena

%0 Ibnu Abidin, “Hashiyat Radd al-Muhtar”, Jilid 2, h. 634.

3L Ibnu Abidin, “Hashiyat Radd al-Muhtar”, Jilid 2, h. 635.
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menikah lagi. Gugurnya hak asuh hanya terjadi jika suami barunya adalah
orang asing dan dikhawatirkan akan membahayakan kemaslahatan anak.
Namun, jika suami barunya adalah kerabat dekat anak (misalnya, paman
dari pihak ayah, sepupu ayah, atau kakek tiri) yang diperkirakan memiliki
kasih sayang terhadap anak dan tidak membahayakannya, hak asuh ibu
tidak gugur. Pertimbangan utamanya tetap pada maslahah al-hadhin.®2
c. Syarat Khusus untuk Laki-Laki Ayah atau Kerabat Laki-laki Lain
Ayah atau kerabat laki-laki yang mendapatkan hak asuh memiliki tanggung
jawab spesifik, terutama jika anak yang diasuh adalah perempuan atau anak laki-
laki yang masih sangat kecil. Ayah atau kerabat laki-laki lain yang mendapatkan
hak asuh atas anak perempuannya (pada usia di mana ia masih memerlukan
perawatan intensif) atau anak laki-lakinya yang masih sangat kecil (belum
mumayyiz) wajib menyediakan pengasuh perempuan yang amanah di rumahnya.
Pengasuh perempuan ini bisa berupa istri barunya (jika ibu kandung sudah tidak
ada atau haknya gugur), ibunya (nenek dari anak), saudara perempuannya (bibi
dari anak), atau pembantu rumah tangga perempuan yang amanah. Alasannya
adalah anak perempuan, terutama, memerlukan perawatan dan didikan spesifik
dari perempuan (seperti kebersihan diri, haid, dan adab kewanitaan). Anak laki-
laki yang sangat kecil juga memerlukan perawatan detail yang umumnya lebih
cakap dilakukan oleh perempuan. Tanpa kehadiran pengasuh perempuan,
dikhawatirkan kebutuhan-kebutuhan spesifik anak ini tidak terpenuhi dengan
baik.*3

B. Undang-Undang

32 |bnu Rusyd, “Bidayat Al-Mujtahid”, Jilid 2, h. 84.
33 Ibnu Qudamah, “Al-Mughni”, Jilid 7, h. 620.
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Dalam pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang
berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan
anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya, pasal 45 ayat 1 UU
perkawinan menyatakan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak
mereka sebaik-baiknya. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara
kedua orang tua terputus.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a berdasarkan inpres No.1 Tahun

1991 menyatakan “Pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya”. Pasal 26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh
kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya untuk
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.3*
C. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah
dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya, perceraian yang di maksud
adalah berakhirnya hubungan antara suami dan isteri, dan saling terlepasnya

tanggung jawab kedua pihak.®

3 Korik Agustian Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak
Hadhanah dan batas umur Mumayyiz,”http: //www.pta-jambi.go.id.(24 Juli 2023).
% Perceraian” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Perceraian (25 Juli 2023).
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1. Alasan Terjadinya Perceraian
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 di tegaskan bahwa perceraian
dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, judi, dan
lain sebagainya yang susah disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara atau hukuman yang lebih

berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang

membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang

menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.®
D. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak (ayah/ibu)

Dalam menjaga amanah yang diberikan Allah swt, kedua orang tua
memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak hingga

mereka besar dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Oleh

3% Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, dkk, Perceraian dalam Sistem Hukum di
Indonesia (Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi,2018), h. 151.
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karena itu Kewajiban dan ta nggung jawab ayah dan ibu sebagai berikut:

1. Kewajiban tanggung jawab ayah

Kewajiban ayah dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada

kemampuanya, Allah swt berfirman dalam Qs. At-talag: 65/7
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Terjemahnya:
Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah
memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.
Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa
yang dianugerahkan  Allah  kepadanya. Allah kelak akan
menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.®’

Surah di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah
dan pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang
mampu berikanlah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya,
yaitu orang yang terhitung tidak mampu, mereka yang berkemampuan terbatas

juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasaannya.

2. Kewajiban tanggung jawab ibu
Adapun tanggung jawab ibu terhadap anaknya di atur dalam Al- Qur’an.

Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Bagarah: 2/233:

B 28 O s e Gl s 2ASE cass B4

37 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h. 559.
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Terjemahannya:
Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan.*®

Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi

para ibu, hendaknya mereka menyusui anaknya secara sempurna.

E. Masa Hadhanah

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist yang menerangkan dengan
tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang
menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam
menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Undang-undang mesir tidak
menetapkan batas akhir masa hadhanah dengan tegas, tetapi melihat keadaan

kehidupan bapak dan ibu dari anak itu.

jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka di
anggap tidak ada persoalan hadhanah. Persoalan hadhanah di anggap ada jika
perceraian antara ibu dan bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat antara
ibu dan bapak tentang hadhanah, maka undang-undang menyerahkannya kepada
kebijaksanaanya dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hadhanah
anak, minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun. Namun demikian, diserahkan juga
kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus

diutamakan.®®

3 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h.50.
39 Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h.224
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Adapun beberapa ulama memiliki pendapat mengenai masa asuhan

hadhanah, yaitu:

1. Hanafi mengatakan bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun untuk laki-
laki dan sembilan tahun untuk wanita.

2. Syafi’i mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap
tinggal bersama ibu sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal
bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada titik ini, dia
disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Apabila seorang
laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama
ibunya dan ayahnya di siang hari.

3. Maliki mengatakan bahwa masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan

hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.

4. Hambali mengatakan bahwa “masa asuh anak laki-laki perempuan adalah 7
tahun dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibunya

atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang di pilihnya itu.

5. Imamiyah mengatakan bahwa “masa asuh anak laki-laki dua tahun,
sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu hak ayahnya, hingga dia
mencapai usia 9 tahun bila dia perempuan, dan lima belas tahun bila dia laki-
laki, untuk di suruh memilih dengan siapa dia ingin tinggal, ibu atau

ayahnya.*

40 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-fikgh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah, diterj.
Masykur A.B dk, Figih Lima Mazhab: Ja fari, Hanafi, Maliki, Syafi, dan Hambali, h. 417-418.
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F. Upah Hadhanah

Ibu tidak berhak atas upah hadhanah dan menyusui, selama masih menjadi
istri dan ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah. Adapun sesudah
habis masa iddahnya, maka ia berhak atas upa itu seperti haknya kepada upah

menyusui Allah swt berfirman dalam Qs. At-talaq: 65/6
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Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka
melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)-mu maka
berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui
kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.**

Ayat diatas mempertegas hak wanita itu memperoleh tempat tinggal yang
layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma’ruf yang diperintahkan oleh ayat 5
sebelum ini, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan cerai
itu dimana kamu yang menceraikannya bertempat tinggal. Kalau dulu kmau tinggal
ditempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun atau sebaliknya,

maka tempatkanlah ditempat yang sesuai dengan kemampuanmu. Dan jangalah

41 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h.559.
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kamu sekali-kali menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau dengan tujuan
untuk menyampaikan hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar

atau meminta keluar.

Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah diceraikan itu sedang hamil, baik
perceraiaan yang masih memungkinkan rujuk ba’in (perceraian abadi) maka
berikanlah mereka nafkah sepanjang masa kehamilan itu hingga mereka bersalin;
jika istrimu menyusui anak kamu yang di lahirkannya dan musyawarakanlah
segala sesuatu termasuk soal imbalan dengan musyawarah yang baik sehingga
keduanya mengalah dan mentoleransi.*? Perempuan selain ibunya membayar
upah penyusuan dan hadhanah. Wajib juga membayar ongkos sewa rumah atau
perlengkapan jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat
mengasuh anaknya. Juga wajib membayar gaji pemantu jika ada, dan ayah

memiliki kemampuan untuk itu.

Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti
makan minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan pokok lain yang sangat
dibutuhkannya. Tetapi, upah ini hanya wajib dikeluarkan saat ibu pengasuh
mengasuh asuhannya. Dan upah ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah

serta bisa lepas dari tanggungan setelah dilunasi atau dibebaskan.*?

Menurut Abdul Rahman Ghozali, memberikan pendapatnya berkaitan
dengan upah hadhanah yaitu “jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang

pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibu sendiri

42 M Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Vol. XIV;
Cet. I; Jakarta: Lentera Hati,2002), h.300-301
4 Tihami, Dan Sohari Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 226
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tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, boleh dipaksa untuk
membayar upah kepada ibunya tersebut dan tidak boleh menyerahkan kepada
kerabat perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil
harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibu lebih baik. Apabila ayah mampu
membayar untuk upah ibu, tetapi kalau ayahnya tidak mampu, maka boleh
menyerahkannya anak kecil itu kepada kerabat perempuan untuk mengasuhnya

dengan sukarela.**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah
disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan
rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukun penguasaan
anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara
luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (hadhanah) belum dapat
diberlakukan secara efektif sehingga hakim di lingkungan Peradilan Agama pada
waktu itu masih mempergunakan hukum hadhanah tersebut dalam kitab-kitab
figih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan hadhanah itu. setelah
diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum

Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal
41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat

dari ltu adalah:

4 Tu.l.br And Ketatanegaraan. H.P.D Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Analisis Pendekatan Komparatif.
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1. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dann mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan

keputusannya.

2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataanya tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu

ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*®

Dari ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung
jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan.

Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material

yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu. Jadi dengan adanya
perceraian, hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya,
sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya.
tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan
bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

di mana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan

4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, h. 430.
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memberi segala kepentingan biaya yang diperlakukan dalam kehidupan rumah

tangganya.

Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang
kebetulan diberi beban untuk melaksanakan Pengadilan Agama setempat agar
menghukum bekas suaminya untuk membayar hadhanah sebanyak yang
dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama.“® Jika orang tua dalam
melaksanakan kekuasaanya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan
kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang
tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan
tersebut karena orang tua melalaikan kewajiban terhadap anaknya, orang tua
berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak baik sebagai pengasuh
dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Akibat pencabutan
kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentinya
kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan terhadap anaknya. Akibat
pencabutan Kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, maka
terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan terhadap
anaknya. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen

meskipun kekuasaan terhadap anaknya dicabut.*’

4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
h.431

47 Sondakh Status Hukum Anak dalam Pembinaan di Lembaga Panti Asuhan Lex Crimen
6. No. 8 (2017).
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G. Hadhanah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non Diskriminasi.

2. Kepentingan yang terbaik untuk anak.

3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak Kewajiban dan tanggung jawab
keluarga dan orang tua diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 yang

berbunyi:

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh,
memelihara, mendidik dan melindungi anak Menumbuhkan anak sesuai
dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Dan mencegah terjadinya

pernikahan pada usia anak-anak.

b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya atau karena
suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya,
maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak menegaskan: “Bahwa pertanggung jawaban orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunganya dan terarah
guna pertumbuhan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual maupun

sosial.*®
H. Tugas Dan Wewenang Hakim Pengadilan Agama

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum seringkali
digambarkan sebagai badan penegak hukum sekaligus pemberi keadilan. Hakim
merupakan salah satu anggota dari penegak hukum di Indonesia yang sesuai
dengan kedudukannya tersebut seorang hakim memiliki tugas dan kewajiban serta

wewenang yang pokok di dalam bidang yudisial.

Adapun pengertian, tugas dan kewajiban, serta wewenang hakim di dalam
bidang yudisial tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan secara rinci di bawah
ini:

1. Pengertian Hakim Pengadilan Agama

Hakim menurut M. Marwan, merupakan seseorang yang memiliki tugas
mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan vonis atau keputusan
pengadilan. Hakim pengadilan agama merupakan hakim yang bertugas di dalam
pengadilan agama sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 50

Tahun 2009.4°

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2
4% Undang- Undang Peradilan Agama Pasal 1
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Pengangkatan Hakim Pengadilan Hgama dilakukan oleh Mahkamah Agung

bersama dengan Komisi Yudisial melalui proses seleksi yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim peradilan

Agama adalah. Hakim Peradilan Agama diangkat dan dihentikan oleh Presiden

atas usul Ketua Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial melalui Ketua

Mahkamah Agung.*

a. Warga negara Indonesia.

b.

C.

Beragama Islam.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai
hukum Islam.

Lulus pendidikan hakim.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi (empat

puluh) tahun.

50 Undang- Undang Peradilan Agama Pasal 13
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J. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.>?

2. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan
kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut
hakim harus memahami ruang lingkup, tugas serta kewajibannya sebagaimana
telah diatur di dalam perundang-undangan. Hakim harus bijaksana dan
bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat
dan Negara. Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili, dimana “mengadili” sebagai rangkaian tindakan
hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas
bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung

tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.>?

Tugas dan kewajiban hakim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
tugas dan kewajiban hakim secara normatif serta tugas dan kewajiban hakim
secara konkret. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang
peradilan secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

antara lain:

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

51 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Ull Press, 2006), h.16.

2 Driana Pakendek, “Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan
Berdasarkan Pancasila”. Jurnal Yustitia Vol. 18 No. (1 Mei 2017), 27.
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b. Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

cepat, dan biayah ringan.

c. Pengadilan tidak boleh menolak untuk meriksa, mengadili dan memutuskan
suatu perkara yang diajukan dengan alih bahwa hukum tidak ada atau kurang

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada

Lembaga negara pemerintahan apabila diminta.

e. Hakim wajib mengenali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.>

53 Arikunto Suharsimi, prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI,
(Jakarta: Rineka Cipta,2010, h. 110.



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif
(field research). metodologi penelitian ini adalah suatu pendekatan penelitian
yang berorientasi pada fenomena atau gejalah yang bersifat alami. Dalam
penelitian ini yang dimaksud field research yaitu penelitian yang ditujukan
langsung kelokasi atau lapangan guna mencari dan mengumpulkan data-data yang

di perlukan.* Adapun lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Gowa.
2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Yang dimaksud
deskriptif adalah jenis metode penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan
masalah yang terjadi pada masa lampau atau yang sedang berlangsung secara
sistematis dan akurat di lapangan.®® Penelitian ini digunakan sebab peneliti
berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis
dan akurat tentang peran Hakim dalam pertimbangan kasus hadhanah sebab

perceraian di Pengadilan Agama Gowa.

% Albi Anggito, Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatfi”, (Sukabumi: CV
Jejak, 2018) cet.1, h.9.
55 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya,2004),
h, 134.
28
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B. Lokasi dan objek penelitian

Penelitian memerlukan tempat penelitian yang bisa mendukung
tercapainya sebuah tujuan penelitian.®® Adapun lokasi penelitian bertempat di

Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
Objek yang digunakan oleh peniliti adalah hakim di Pengadilan Agama

Gowa untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan
“Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebab Perceraian Di Pengadilan

Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.
1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa

Kabupaten Gowa.

2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Hakim yang bersangkutan menangani kasus
Hadhanah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

3. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dimulai dari tahap persiapan hingga tahap penyusunan
laporan penelitian.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar ruang lingkup

penelitian menjadi lebih jelas dan terarah, penulis akan menfokuskan penelitian

%6 Endang Widi Winarni Teori Dan Praktek Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R dan
D (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa 2018).
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ini pada kasus pertimbagan hakim dalam kasus hadhanah sebab perceraian di

Penagadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.
D. Deksripsi Fokus penelitian

Deksripsi merupakan sesuatu yang dapat mengolah data yang diutarakan
secara jelas agar yang membaca proposal penulis mudah memahami yang
dibahas. Maka penulis fokus pada judul yaitu, Pertimbangan Hakim Dalam Kasus
Hadhanah sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten

Gowa.
E. Sumber data penelitian

Berdasarkan sember data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu

data primer dan data sekunder.
1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang di kumpulkan secara
langsung dari narasumber di lapangan. berupa catatan hasil dari wawancara

yang diperoleh dari informan secara langsung®’

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti
adalah kepala kantor urusan Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten
Gowa. 2 orang staf pegawai Pengadilan Agama dan 2 pasangan yang telah
melalui kursus certing.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di dapatkan dari

5 Luh Titi Handayani,” Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis data kuantitatif.” (Jakarta:
PT scinfintech Andrew Wijaya,2022), h. 14-15
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narasumber kedua atau sumber data sekunder dari berbagai data yang di
perlukan dalam penelitian. Atau data-data pustaka yang mempunyai relevansi
dan mampu menunjang penelitian serta sumber data sekunder.>® Adapun dalam
proses pengumpulan data terkait peran Pengadilan Agama Sungguminasa
Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan bimbingan pertimbangan
hakim dalam kasus hadhanah. Peneliti bukan hanya berfokus pada sumber data
primer, adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
dokumen yang berkaitan dengan pelayanan pertimbangan hakim dalam kasus
hadhanah peper jurnal yang berkaitan, dan hasil catatan diperoleh dari lapangan
yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.
a. Mengedit
Dalam hal ini peneliti melakukan proses mengedit terhadap hasil wawancara
dengan hakim dan responden lainnya serta mengedit beberapa rujukan yang
peneliti pakai dalam menyusun penelitian ini. yaitu memeriksa daftar
pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.
b. Klasifikasi

Klarifikasi yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih
mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.
Pengelompokan tentang data mana saja yang termasuk data primer maupun
sekunder, dan data mana saja yang menjadi bahan analisis masalah yan pertama

dan kedua.

¢. Kesimpulan

Yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih

58 Burhan Bugin, Metodologi penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kecan perdana,2003), h.2
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dahulu. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan
data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama

dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.>®
F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode
pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data kadangkadang
dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen.%® Adapun beberapa instrumen

yang dibutuhkan peneliti adalah: alat tulis (buku catatan), dan pulpen.
G. Tenik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara disini
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi

diantaranya:

1.  Dokumen
Dokumentasi merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data mengenal
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah dan sebagainya.®! Dalam metode penelitian kualitatif dibutuhkan
data pendukung selain data hasil wawancara. Data pendukung tersebut,
dapat berupa foto ketika wawancara berlangsung, video dan data catatan
nilai. Dengan adanya dokumentasi, bukti pelaksanaan wawancara, dapat

lebih valid.

%9 Cholid Narbuko, Abu Acmad, Metodologi penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2007),
h. 5.

60 Sukendra, I. Komang, and I. Atmaja. "Instrumen penelitian." (2020).

61 Edi kusnadi, Metodologi Penelitian, (Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008), h. 102
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2. Wawancara
Wawancara (Interview) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewera) dan mengajukan pertanyaan dan terwawancara (unterview
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab
secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak
mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan
wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguhminasa Kabupaten
Gowa.
3. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau
perilaku objek sasaran. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan
informasiinformasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian, sedangkan
lembar observasi digunakan untuk merekam peristiwa selama tindakan
berlangsung.®?
H. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperolen dari hasil observasi, wawancara, catatan, lapangan, dan
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori

menjabarkan ke unit-unit, meyusun kedalam pola, memilih mana yang penting

62 Sugiyono, Metode Penelitian Kantitatif Dan R & D, (Bandung Alfabeta, 2012), h. 145.
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dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.® Dikarenakan data dalam penelitian ini
termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus
menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat
iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data yang
dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang didapatkan, baik data lapangan
maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik
kesimpulan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan
menggunakan teknik analisis dengan pola pikir induktif. Teknik analisis induktif
merupakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta
yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk menghasilkan pengertian umum.
Dengan demikian, berdasarkan identifikasi pertimbangan hakim dalam memutus
kasus cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, peneliti
menggali informasi yang relavan dengan permasalahan tersebut emudian
menganalisa data yang berupa fakta-fakta yang dikumpulkan yaitu hasil
wawancara dan dokumentasi dari Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten yang
diolah dengan mengadakan teori yang terjadi di lapangan sehingga dapat ditarik

kesimpulan dari penelitian ini.%*

83 Sugiyono, (Bandung: Alfabeta, 2011), H. 331.
% Syofian Sirega
r, Metode Penelitian kuantitatif (Cet. 1V, Jakarta: Kencana,2017) h. 21
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada awal Kabupaten Gowa berdiri merupakan sebuah Kerajaan di Sulawesi
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala raja yang disebut
“Somba atau Raja”. Pada hakikatnya Daerah TK.II Gowa terbentuk dimulai sejak
beralihnya pemerintahan Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.Il yang didasari
oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah TK.ll, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang —
Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.1I di Sulawesi.®®

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi [jo Dg Mattawang Karaeng
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir.®

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar

tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli

8 Pengadilan Sungguminasa “Sejarah Berdirinya Pengadilan Sungguminasa”,
https://www.pa-sungguminasa.go.id/index. ( Maros, 23 maret 2025).
% Raja Gowa ke XXXVI “Dafiar Bupati Gowa”, https://id.m.wikipedia.org/wiki. (maros 23
maret 2025).
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Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau
Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang
agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai
dengan Qadli yang keempat tahun 1956.%
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah
Kepala Jabatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima,
setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan
Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya
sebagai do’a dan imam pada shalat I’ed.®®
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun1966
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember
1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi
dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan
Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967.
Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/
Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama /
Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang

Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

87 pengadilan Agama Sungguminasa “Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa”, “PA-
Sungguminasa.go.id. (Maros, 23 maret 2025).
8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 “Sejarah pengadilan Agama Sungguminasa”,
https://www.Pa-sungguminasa.go.id/pdf/pp 45 Tahun 1957.
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Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian bekembang
menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan
kewenangan Pengadilan Agama adalah Qodhi yang pada saat itu berkantor dirumah
tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua Kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu
Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qodhi diberi gelar Daengta Syeh
kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta kalia.®®
B. Gambaran Umum wilayah kabupaten Gowa

1. Wilayah Pegadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di kabupaten gowa yang meliputi

beberapa kecamatan, kelurahan, dan desa di kabupaten Gowa, Sulawesi
Selatan, berikut gambar peta letak geografis Pengadilan Agama

Sungguminasa:

!
-"?’.’l:‘ .

Gambar.1.1 peta administrasi kabupaten Gowa.

89 Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966, “Sejarah Pengadilan Agama
Sungguminasa” https://www.Pa-sungguminasa.go.id.
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Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah

TK Il Gowa, dengan letak georafis 12’ 38.16° Bujur timur dari Jakarta dan 5 33.6°

Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkang letak wilayah adminitrasinya antara 12’

33.19’ hingga 13’15’17’ Bujur Timur dan 5°5° hingga 5°34.7’ Lintang selatan dari

Jakarta:

Kawasan Strategis Kab.Gowa | Sudut Kepentingan Lokasi Batas Kawasan
Kawasan Perdagangan pasar Pertumbuhan Kawasan Metropolitan mamminasata
Regional Gowa ekonomi

Kota Satelit Patallassang dan
Parangloe

Kota Satelit Metrapolitan Maminasata

Kawasan industri Gowa
(KIWA)

Patallassang Parangloe

Terminal Tipe A Kota Baru
Mammaminasata

Kecematan Patallassang

Kawasan Baru Gowa-
Maros

Kota Satelit Metrapolitan Mamminasata

Pusat Kegiatan
Lingkungan Promosi
(PKLP)

Kawasan Borimatangkasa Ibu Kota
Kecematan Bajeng Barat

Sektor Perkebunan dan
Palawijaya

Seluruh Wilayah Kecematan Kabupaten
Gowa

Kawasan Strategis
Untuk Pengembangan
Kepentingan Budaya

Sosial Budaya

Balla Lompoa, Kuburan Syekh Yusuf,
Mesjid Tua Katangka, Kuburan Sultan
Hasanuddin dan Kawasan Pendidikan PKG

Kawasan Strategis
Kepentinga
Pendayagunaan Sumber
Daya Alam Dan
Teknologi Tinggi

Sumber Daya
Alam Dan
Teknologi Tinggi

Kabupaten Gowa (PLTA) Bili-Bili

Kawasan Strategis
Untuk kepentingan
Lingkungan Hidup

Fungsi Dan Daya
Dukung
Lingkungan
Hidup

Waduk Bili-Bili, Danau Mawang, Air
Terjung Parangloe, Indrustri Pengelolaan
Sampah Regional mammaminasata, Taman
Buruh Biringbulu, Bungaya

Tabel.1 Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten Gowa (KSK)
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Bahasa sehari-hari bahasa daerah Bugis Makassar, di samping bahasa
Indonesia bagi mereka yang tinggal di ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrasinya
Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167
Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilometer persegiatau sama dengan
3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian
besar merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang
merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao,
Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu.

Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %emempunyai kemiringan tanah diatas 40°, yaitu
Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu.
Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai
yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881 Kmz2
dengan Panjang 90 Km. dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada 15
sungai.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Dalam
Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A
Kabupaten Gowa
Hak asuh pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, yang
meliputi tanggung jawab terhadap biaya hidup anak, dan tanggung jawab lainnya
yang menjadi kebutuhan pokok bagi anak. Hadhanah diatur dalam ayat al-Qur’an
pada surah Ar-Bagarah: 2/233 dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah

wajib membiayai hidup anak bukan hanya Ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi
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berlaku setelah putusnya perceraian hingga anak tersebut mumayyiz. Allah swt
berfirman dalam Qs. Al-Bagarah: 2/233
Terjemahanya:
Dan Kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka
(anak dan istrinya) dengan cara yang patut.”®

Hadhanah diatur dalam ayat al-Qur’an pada surah al-Bagarah ayat 233,
dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah wajib membiayai hidup anak
bukan hanya ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi berlaku setelah putusnya
perceraian hingga anak mumayyiz. Namun permasalahan yang terjadi pada
Masyarakat kebanyakan setelah kedua orang tua bercerai pihak mantan suami
kadang-kadang melalaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai seorang
ayah berupa pemberian biaya pemeliharaan anak (nafkah) kepada isteri dan anak-
anaknya. Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang
ayah (mantan suami).’

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak Arif
selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A bahwa beliau
menuturkan:

Dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yaitu UUD

perlindungan anak, perma no.3 tahun 2017 pedomanan bagi hakim dalam

mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, ayat dalam Al-Quran,
kitab figih dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan anak.”

0 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h.50

"L Khair, Umul. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. JCH (junal
Cendekia Hukum)

2 Muh. Arif Ridha S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A,
Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas 1A.28 februari 2025



50

Dalam Islam, mengasuh anak wajib bagi orang tua. Berdasarkan

surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adala h
malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada
Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pada ayat tersebut, Allah swt memerintahkan para orang tua untuk
memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya dan usaha agar seluruh
anggota keluarga,termasuk anak,untuk menjalankan semua perintah Allah swt serta
menjauhi laranganya.

Dalam priode sebelum mumayyiz,yaitu sejak anak dilahirkan sampai anak
usia 7(tujuh) atau 8 (delapan) tahun,jumhur ulama menyimpulkan bahwa ibu lebih
berhak dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya.

Adapun dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu

Daud,berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada seorang perempuan yang

mengadu kepada beliau bahwa anaknya diambil oleh suaminya.

éﬁée@d}\@\

8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h.573
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“Kamu lebih berhak atas anak itu selama kamu belum menikah (lagi).

(HR.Abu Daud, No. 2276 dan disahihkan oleh imam Al-Hakim).

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21
tahun dan belum menikah (UU No 1 Tahun 1999 pasal 98-106). Majelis Hakim
pengadilan agama sungguhminasa dalam hal ini telah sejalan dengan apa yang
dimaksud dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal
156 huruf a KHI serta maksud pasal 14 Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang
perlindungan anak (setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali
jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa pemisahan
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

terakhir).

Aturan pengasuhan anak hanya ada pada KHI yang menyebutkan bahwa
anak yang belum berumur 12 tahun dianggap anak yang belum mumayyiz dan
pengasuhannya menjadi milik hak ibunya. Hal tersebut dikarenakan ibu dipandang
sebagai sosok insan yang telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anak

tersebut sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional antara ibu dan anak.

Dibawah ini hasil wawancara bersama bapak Andi Muh.Yusri S.H.l., M.H
selaku ketua hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A. Beliau menuturkan
Bahwa

Anak dibawah umur pada usia 12 tahun ke bawah, hak pengasuhan itu jatuh

ke ibunya, setelah anak berusia 12 tahun ke atas maka anak itu akan ditanya
mau ikut bapak atau ibunya.’

" A. Muh Yusri Patawari S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas
1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas 1A.21 april 2025
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Kemudian beliau melanjutkan

Berdasarkan hukum ataupun aturan normatif bahwa pada usia 12 tahun hak

asuh anak jatuh pada ibunya namun ada hal-hal yang yang membatalkan

hak asuh kepada ibu jika si ibu memiliki kelainan jiwa seperti berperilaku
kasar yang dapat mengganggu psikis pada anak.

Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas
bahwa hak asuh anak pada usia 12 tahun ke bawah tidak serta merta jatuh pada
ibunya dikarenakan beberapa pertimbangan hakim. Sebagaimana telah dikatakan
sebelumnya, bahwa asas kepentingan terbaik anak ini merupakan asas yang
subjektif artinya kepentingan terbaik bagi anak yang satu dengan yang lain bisa saja
berbeda tergantung dari aspek mana kepentingan aanak tersebut dapat memberikan
manfaat kepada anak. Asas ini menjadi salah satu asas penting yang harus
dipertimbangkan dalam perkara hak asuh anak, dikarenakan anak merupakan pihak

yang paling lemah dalam perkara perceraian, sehingga kepentingannya di anggap

perlu untuk didahulukan.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama

Sungguminasa kelas 1A terkait hak asuh anak jatuh kepada ibunya yaitu:

Hak asuh anak, asas keadilannya itu bukan dilihat ibunya atau bapaknya
tetapi pertimbangan dasarnya itu adalah untuk kepentingan terbaik anak.
Bahwa jika ibunya tukang selingkuh, pemabuk dan gonta ganti laki-laki
maka sudah dipastikan bahwa hal tersebut tidak baik bagi mental si anak.”

Kemudian beliau kembali menuturkan bahwa:

S A. Muh Yusri Patawari S.H.I.,M.H.l Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A,
Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas 1A.21 april 2025
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Begitu juga sebaliknya, jika bapaknya juga memiliki kepribadian buruk,
suka selingkuh, pemabok atau bermain judi maka hak asuh anak tetap jatuh
pada ibunya dikarenakan untuk kondisi anak tersebut.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hak asuh
anak akan jatuh pada ibu jika suami memliki kepribadian yang buruk, sekalipun
si ibu juga memliki kepribadian yang buruk. Demikian dikarenakan naluri sang

ibu sangatlah kuat.

2. Bagaimana Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam
menentukan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas
1A

Dalam masyarakat kontemporer, struktur keluarga dan peran orang tua
telah mengalami evolusi yang signifikan. Salah satu aspek yang mencerminkan
perubahan itu adalah dalam konteks gugatan hak asuh anak, khusnya yang
diajukan oleh ayah. Masalah ini telah menjadi perdebatan hangat di kalangan
hukum dan sosial, yang menandakan adanya pergeseran mengenai peran laki-laki
dan perempuan dalam membesarkan anak.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum
menafsirkan dan menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan dan terutama
kepentingan terbaik bagi anak. Munculnya gugatan hak asuh anak yang diajukan
oleh ayah mencerminkan perjuagan untuk menyeimbangkan antara norma-norma
sosial yang berlaku dengan kebutuhan untuk mengakui hak-hak ayah dan

kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang layak bagi anak-anaknya.
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Sebagaimana dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai
pengugat/termohon Dr. Badaria Binti Baddu Rasyid dan yang tergugat Muh.
Hasyim, Lc Bin Sahman bahwa sejak pihak tergugat menjatuhkan Talak Raj’i
terhadap penggugat terdahulu, Penggugat dan Tergugat telah hidup secarah
terpisah (sendiri-sendiri). Kemudian Tergugat tanpa sepengatahuan Penggugat
secara administrasi memasukkan anak-anak Penggugat didalam Kartu Keluarga
bersama dengan isteri barunya. Hal dimana membuat Penggugat tidak menerima
keadaan tersebut dan kenyataanya yang selama ini memberikan perhatian dan
kasih sayang terhadap anak-anak dan selalu menjenguk di sekolahnya (pesantren)
Gowa.

perkawinan dinyatakan putus karena perceraian (talak), pihak tergugat
hingga sekarang tidak pernah memberikan perhatian, nafkah, biayah pendidikan,
sandang, pangan kepada ketiga anaknya sebagaiman di kutip bunyi pasal 41 ayat
(a) Undang-Undang nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang antara lain
menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (a) Baik Ibu Atau Ayah berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan  mengenai  pengasuhan  anak-anak, pengadilan  memberi
keputusannya.

Bahwa Penggugat sejak di putusnya perkawinan karena perceraian hingga
permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, kehidupan anak-

anak sepenuhnya di tanggung oleh Penggugat.
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Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, setiap anak memiliki hak-hak yang telah ditetapkan, yaitu diasuh oleh orang
tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah
menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan ini
menjadi upaya terakhir. Hal ini memperjelas kepentingan terbaik bagi anak harus
diutamakan dalam semua urusan yang berkaitan dengan anak, termasuk masalah
hak asuh. Kasus ini memberikan kesempatan kepada ayah untuk menuntut hak asuh
atas anak, meskipun salah satu orang tua tidak terlalu diuntungkan.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadli perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam
perkara penguasaan anak antara:

Dr.Badaria binti Baddu Rasyid dan Muh. Hisyam, Lc.bin Sahman,
mengabulkan gugatan Penggugat menetapkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap
ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang amsih berada dibawah umur,
masing-masing bernama: jihan Alfaizah, Nabila Al-fagihah, Ahmad Al-faiz,
berada dalam asuahan penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut
dewasa atau berumur 21 Tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada
tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak-anaknya.

Dibawah ini hasil wawancara bersama ibu Radiaty S.H,I Hakim pengadilan

Agama Sungguminasa kelas 1A Beliau menuturkan bahwa.

Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hak asuh
anak yaitu dengan kita melihat kepentingan terbaiknya anak, kita tidak bisa
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melihat ibu ataupun bapak yang harus kita utamakan adalah kepentingan
terbaik anak.

kalau misal anak memang tidak mau, kita tidak boleh paksa. Kalau
misalnya ibunya baik kenapa tidak kita tetapkan kepada ibunya apalagi
anak yang belum mumayyiz lebih dekat dengan ibunya karna kan ibu itu
kurang yang bekerja jadi kesehariannya banyak bersama anak dibanding
bapaknya.’®

Kepentingan terbaiknya anak itu seperti kebutuhan kesejahtraan,
dan hak anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang
menyangkut anak. Dan kepentingan terbaik anak mencakup kebutuhan
dasar, anak harus mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat
tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan
atau penelantaran.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hak asuh
anak, hakim wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan
orang tua. Hakim tidak boleh memihak semata-mata kepada ibu atau ayah
melainkan harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu memenubhi

kebutuhan anak.

Berdasarkan undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia pasal 51 ayat (2) yang bisa di sebut dengan Undang-Undang Hak Asasi
Manusia,dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak
dan tanggung jawab yang sama pada mantan yakni atas semua hal yang
berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik, walaupun terjadi
perceraian antara suami isteri, kewajiban bapak dalam hal memberi nafkah kepada

anak, selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa

8 |bu Radiaty S.H,lI Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba
Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas
1A.28 februari 2025
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untuk mandiri dan masih membutuhkan perhatian. Seorang anak yang menjadi
korban perceraian, hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung
jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut.
Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang
bapak berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya selama dalam
keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah. Kewajiban seorang bapak dalam hal
pencarian nafkah terhadap anak, dapat hilang apabila anak tersebut dapat
menafkahi dirinya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun
apabila sang anak tersebut tidak mempunyai biaya sendiri untuk melengkapi
kebutuhanya kemudian anak tersebut harus berhutang kepada prang lain, maka
hutang tersebut juga menjadi hutang bagi bapaknya yang tidak mampu membiayai

anaknya.”’

Pentingnya nafkah anak dalam aspek pemeliharaan harus benar-benar
diperhatikan, karena mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tua si anak,
walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh Hakim di depan sidang Pengadilan
mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak
diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpan tanggung jawab. Keduanya
tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
mereka terutama yang menyangkut dengan hak nafkah terhadap anak. Menyangkut

kewajiban orang tua terhadap anak di muat dalam bab X mulai Pasal 45 sampai

7 Luky Firmansyah Aditama, Tanggung jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah
Perceraian ( Studi Kassus Tentang Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian
di Sidoarjo) Jurnal Vol 3, No 4 (2016) ( Diakses Pada 27 April 2025).
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dengan Pasal 49 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi : “kedua orang tua

wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.” Pasal 49 yang berbunyi:

a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua
yang lain, keluarga anak dengan garis lurus ke atas dan saudara kandung yang
telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam
hal-hal: ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan
buruk sekali.

b. Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban
untuk memberi pemeliharaan tersebut.

Ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan ketentuan hukum islam
memiliki kesamaan dalam hal tanggung jawab terhadap anak untuk mendidik serta
memelihara anak dilaksanakan bersama-sama oleh ayah dan ibu. Mengenai biayah
nafkah anak seorang ibu juga berhak ikut dalam membiayai kehidupan anaknya,
memenuhi kebutuhan hidupnya, jikapun sang ayah tidak mampu memenuhi biaya
anaknya.

Penyebab orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap anak
kandung, terkadang dipengaruhi dari faktor kurangnya komunikasi yang baik dari
kedua orang tuanya setelah bercerai. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan
setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap
menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus
diberikan kepada anak. Akibatnya secara langsung anak-anak akan menjadi

korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi sama orang tuanya, dimana
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anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak

tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang

semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa

yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang anak secara

wajar. Beberapa hal yang harus ditetapkan ketika mengasuh anak ialah.

1.

Komunikasi, kurangya komunikasi yang baik antara kedua orang tua yang
sudah bercerai itu sangat penting karena walaupun sudah bercerai masalah
pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Ekonomi yang lemah, lemahnya ekonomi orang tua menjadi penyebab ia tidak
mengeluarkan biayah nafkah kepada anak mereka.

Kurangnya pengetahuan Agama, kurangnya pengetahua Agama dalam
keluarga dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus dimana seorang
ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, padahal menafkahi anak
adalah hal yang wajib di lakukan oleh seorang ayah jika paham Agama.
Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang
tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawabnya berarti tidak memenuhi
kewajibanya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi
kebutuhan pokok, tempat tinggal, hal ini telah termasuk dalam Al-Qur’an
secara jelas.

Pendidikan terhadap anak baik itu formal maupun nonformal sangat

berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi yang baik dan

bermoral. Didikan orang tua sangat memengaruhi pertimbangan sikap anak secara

langsung dapat mempengaruhi reaksi emosional anak seperti sikap menerima atau
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menolak, sikap kasih sayang acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesah, dan
sikap melindungi yang kurang.’

Negara juga menegaskan melalui Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan
dan pasal 105 Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam, bahwasanya setelah
terjadinya perceraian suami dan isteri akan memberikan tanggung jawab hukm
bagi hak-hak yang lahir dari pasangan suami isteri tersebut. Ketika perkawinan
putus karena perceraian, maka masing-masing kedua orang tua harus tetap
memperhatikan mengenai tumbuh kembangnya anak-anak yang dimiliki baik
secara jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak benar-benar
diperhatikan, maka dapat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan
kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak mempedulikanya
setelah perceraian, dan bahkan anak bisa saja terlantar jika tidak dipedulikan

segala kebutuhannya.”

8 Hasbullah, Dasar-Dasar ilmu pendidikan, (Raja Grafindo Persada Jakarta) H. 88 (2016)
" Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, H. 176.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan ( fied

research) “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebeb Perceraian Di

Pengadilan Agama Sungguminasa KelaslA Kabupaten Gowa” maka penulis

memberikan kesimpulan.

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur kepada
bapak biologis dalam hukum Islam. di atur juga dalam Al-Qur’an pada surah
Ar-bagarah:2/233, Hakim juga memutuskan perkara hak asuh anak yaitu UUD
perlindungan anak perma nomor 3 tahun 2017 pedoman Hakim dan
perundang-undangan yaitu dengan memperhatikan apa saja yang menjadi
faktor dalam pelimpahan hak asuh anak. Bapak bisa saja mengambil hak asuh
anak apabila ibu lalai dari tanggung jawab dalam mengasuh anak. Dalam
peraturan perundang-undangan anak yang belum mumayyiz memang jatuh
dalam pengasuhan ibu tetapi disini tidak menutup kemungkinan bapak bisa
saja mendapatkan hak asuh karena dari beberapa pertimbnagan seperti ibu
tidak bertanggung jawab atas keselamatan anak dan ibu tidak bisa memenuhi
kebutuhan anak dari yang belum mumayyiz sampai dewasa.

2. Dalam memberikan putusan perkara pada hak asuh anak ini, hakim
sebelumnya melakukan beberapa pertimbangan sebelum memberikan
putusan. Ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak dibawah umur apabila
memenuhi beberapa pertimbangan dari hakim. pertimbangan-pertimbangan

hakim dalam memutuskan keadilan anak, yaitu anak harus di pastikan
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mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya. Keputusan hakim tidak boleh
semata-mata berdasarkan pada hubungan darah atau posisi orang tua,
melainkan harus memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak,
serta memperhatikan kehendak anak apabila telah mampu menyatakan
pendapatnya. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak setiap anak memiliki hak-hak yang telah
ditetapkan.
B. Saran
1. Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A harapanya dapat
bekerja sama dalam memberikan putusan pihak hak asuh anak dibawa umur
kepada ibu atau ayah dengan penuh pertimbangan
2. Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A harapanya dapat
memberikan pertimbangan dengan menggunakan mediasi sebagai alternatif
penyelesaian sengketa hak asuh anak, agar kedua belah pihak dapat
mencapai kesepakatan yang saling menguntunkan.
3. Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A harapanya dapat
berkonsultasi langsung dengan ahli psikologi anak atau pekerja sosial untuk
mendapatkan penilaian yang lebih objektif tentang kebutuhan dan

kepentingan anak.
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. Instrumen Wawancara

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas
1A

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak
dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A?
Bagaimana Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam
menentukan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A?
Dalam praktikanya, apakah pertimbangan utama lebih mengarah pada usia
anak, kesiapan orang tua, atau faktor lain?

Faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan

hak asuh anak dalam putusan pengadilan?
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B. Surat Izin Penelitian

£1%
YgEs

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp, (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : hitp:/simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp @sulselprov.go.id

Makassar 90231

Nomor : 31726/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama
Lampiran S Sungguminasa kelas 1A Kabupaten

Gowa
Perihal : Izin penelitian

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor 52/05/C_4-VII/X11/1446/2024 tanggal
16 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasnswa/penel ini:

Nama Nu
Nomor Pokok 105261115821 t s
Program Studi waksyaksyhvya

Pekerjaan/Lembaga Nhhasnswa (S1)
Alamat {I Slt Alauddln No. 259, Ma k
PROVINSI SULAW(S ELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
dengan judul :

" PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 18 Desember 2024 s/d 18 Februari 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

A Pangkat : PEMBINA TINGKATI
A'}:", Nip : 19750321 200312 1 008
Tembusan Yth -

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal,
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C. Surat Penyelesaian Penelitian

MAHEKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

JL. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan Telp, (0411-864298) 92111

Email : | il sunggl i wgmail.com, Website | www . pa-sungguminasa.go.id
Nomor : 124/SEK.PA.W20-A17/HM2.1.4/111/12025 Gowa, 05 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran R
Hal < Izin Penelitian

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 16 Desember 2024, Sekretaris
Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aeni

NIM : 105261115821

Jurusan/Prodi : Ahwal Syaksyhiyah

Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas 1B, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan
Judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1
KABUPATEN GOWA'".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sungguminasa

Ditandatangani secars elektronik oleh
Sekretaris
Pengadilan Agama Sungguminasa

Rahmat Riyadhi Jufri
NIP, 197510222006041003

« LW ITE No, 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "hft Elektronic o] L Atau hasil 1y
merupakan alat bukti hukum yang sah.” PN T
+ Do [RE Q2N Menpounakan o W« yang dierbean oleh Balal Besar Serifikasi -"d)
Blektron|k (BSrE) - BSSN B
« Scan QR Cods untuk membukiikan keaskan sural i, atau Kungungs pt. go.xdirackang

kemudan masukkan kode sural : ROUULSIM
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D. Struktur Organisasi
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E. Dokumentasi Penelitian
Wawancara dengan hakim pengadilan agama sungguminasa kelas 1 A

(A. Muh Yusri Patawari, S.H,l., MH.)
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Wawancara dengan hakim pengadilan agama sungguminasa kelas 1 A

(Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.)
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Wawancara dengan hakim pengadilan agama sungguminasa kelas 1 A

(Radiaty, S.H.I)
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

JL. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kab, Gowa, Sulawesi Selatan Telp, (0411-864298) 92111

Email : pengadil SungEuIm i iLeom, Web L WWW.pa-sungguminasa.go.id
Nomor : 124/SEK.PA W20-A17/HM2.1.4/11/12025 Gowa, 05 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran o
Hal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 16 Desember 2024, Sekretaris
Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aeni

NIM : 105261115821

Jurusan/Prodi : Ahwal Syaksyhiyah

Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas 1B, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan
Judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1
KABUPATEN GOWA".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Sungguminasa

Ditandatanganisecara elektronik oleh:
Sekretaris
Pengadilan Agama Sungguminasa

Rahmat Rl!adhl Jufri
NIP, 197510222006041003

« LW ITE No, 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "hft Elektroni dat Dok L Atau hasil
merupakan afat bukti hukum yang sah.” P 3
+ Do e 1elah Q2N Menpgunakan W« yang dierbakan oleh Balal Besar Serifikasi "d) ¥
Elektron |k (BSrE) - BSSN T
« Scan QR Cods untuk membukiikan keaskan sural i, atau fm Pl go.xdirackang

kemudkan masukkan kode surat : RDUULSIM
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